BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN MENGENAI FRASA BUKAN
PELAKU UATAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI JUSTICE
COLLABORATOR

5.1. Kesimpulan

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana khusus yang dilakukan secara
terorganisir, aparat penegak hukum membutuhkan adanya bantuan dari
pelaku yang mau bekerja sama untuk memberantas tindak pidana khusus yang
dilakukan secara terorganisir sebagai justice collaborator. Dalam hukum
Indonesia bedasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice
Collaborator, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi terdakwa atau
tersangka yang ingin menjadi justice collaborator, salah satunya adalah
terdakwa atau tersangka diharuskan bukan pelaku utama dalam tindak pidana
yang dilakukannya. Namun, tidak ada satupun peraturan yang menjelaskan
tentang siapa yang dapat disebut sebagai pelaku utama, sehingga menciptakan
ketidakpastian hukum dan perbedaan pandangan mengenai siapa yang dapat
disebut sebagai bukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Apabila melihat pengertian pelaku utama berdasarkan filosofis yang
mengatakan bahwa pelaku utama adalah orang yang memiliki
perencanaan awal untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan
secara sistematis, maka bila dihubungkan dengan para pelaku tindak
pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, maka terdapat dua pelaku yang memiliki perencenaan awal
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untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sistematis maka

yang dapat dianggap sebagai pelaku utama adalah:

a.  Orang yang Menyuruh (doen pleger)
Walaupun orang yang meyuruh tidak memenuhi segala unsur dari
tindak pidana yang dilakukan, namun tanpa adanya perintah dari
orang yang menyuruh, maka tindak pidana tersebut tidak akan
terjadi.

b. Orang yang Menganjurkan (uitlokker)
Walaupun orang yang menganjurkan hanya
dipertanggungjawabkan  dengan  tindak pidana  yang
dianjurkannya, namun apabila yang dianjurkan adalah tindak
pidana utamanya, maka tidak menutup kemungkinan orang yang

diberi anjuran melakukan tindak pidana lainnya.

Dan Apabila melihat penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu orang terpenting yang
melakukan suatu perbuatan atau pemeran maupun pemain yang
terpenting. Maka selain orang yang menyuruh (doen pleger) dan orang
yang menganjurkan (uitlokker) terdapat satu tambahan pelaku tindak
pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yang dapat dianggap sebagai pelaku utama, yaitu Orang yang
Melakukan (plegen) dikarenakan orang yang melakukan (plegen)
memenuhi semua unsur yang terdapat di pasal yang dilanggaranya,
sehingga orang yang melakukan hadir di setiap rentetan tragedi dari
tindak pidana yang dilakukannya. Yang membuat peranan (plegen)
sangat penting.

Sehingga penulis anggap yang sudah dipastikan dapat disebut
sebagai bukan pelaku utama adalah:

a. Orang yang Turut Serta Melakukan
Dikarenakan orang yang turut serta melakukan tidak diharuskan

memenuhi semua unsur dari pasal yang dilanggarnya, dapat
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dairtikan bahwa orang yang turut serta tidak melakukan
keseluruhan rangkaian tindak pidana.

Pembantu Kejahatan

Dikarenkan orang yang membantu hanya ikut berkontribusi
(tidak secara menyeluruh) untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau hanya membiarkan para pelaku tindak pidana

lainnya untuk melakukan sebuiah tindak pidana tersebut.

5.1.2. Apabila menentukan pelaku utama berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel., Putusan
Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013. dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018. penulis dapat

menyimpulkan poin-poin penting berdasarkan putusan-putusan

tersebut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku utama dan

bukan pelaku utama dalam tindak pidana, yaitu:

a.

Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger) dapat dianggap
sebagai pelaku utama dalam tindak pidana

Orang yang melakukan (plegen) tindak pidana atas perintah orang
yang menyuruh lakukan (doen pleger) dapat menjadi pelaku
utama dalam tindak pidana

Orang yang melakukan (plegen) tindak pidana atas perintah orang
yang menganjurkan (uitlokker) dapat menjadi pelaku utama
dalam tindak pidana

Orang yang sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum,
masih dapat menjadi pelaku utama dalam tindak pidana.

Pelaku utama tidak hanya satu orang, mealinkan dapat lebih dari

satu orang.

Dengan berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan, maka penulis

menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian suatu tindak pidana, untuk majelis

hakim menentukan apakah sesorang dapat diberikan status sebagai justice
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5.2.

collaborator yang mana dianggap sebagai bukan pelaku utama dalam suatu
tindak pidana, tidaklah memiliki kriteria khusus berdasarkan suatu peraturan
tertentu, melainkan merupakan kebebasan hakim dalam menilai dan
menentukan, bahwa siapa yang pantas diberikan status justice collaborator
maka hakim dapat menyatakan bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana
yang dilakukannya dan siapa yang dianggap hakim tidak pantas mendapatkan
satus justice collaborator adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang

dilakukannya.

Pendapat dan Saran

Maka untuk menghindari ketidakpastian hukum, yang mana dapat
dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang memiliki pengaruh besar di
Indonesia, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan lebih lengkap terhadap
indikator pengkualifikasian bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi
Jjustice collaborator.

Mengingat dengan timbal balik yang dapat diberikan terhadap terdakwa
yang menjadi justice collaborator, maka kekosongan hukum atas kriteria
pengkualifikasian bukan pelaku utama sebagai syarat menajdi justice
collaborator sangat mudah untuk dijadikan alasan bagi oknum terdakwa yang
hanya ingin mendapatkan timbal baliknya, bukan yang sungguh-sungguh

ingin membantu aparat penegak hukum.

Seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel., Putusan Mahkamah Agung
Nomor 920 K/Pid.Sus/2013. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430
K/Pid.Sus/2018. Bahwa indikator pengkualifikasian bukan pelaku utama
sebagai syarat menajdi justice collaborator memiliki makna yang luas, yang

berarti tidak adanya kepastian hukum.

Dengan menyatakan dengan jelas siapa saja pelaku tindak pidana yang
didasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

dapat dianggap sebagai bukan pelaku utama dalam peraturan mengenai
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justice collaborator, yaitu dengan mengubah kata bukan pelaku utama
dengan orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan pembantu
kejahatan. Maka diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, sehingga
pengaturan terhadap justice collaborator tidak dapat dimanfaatkan bagi orang
yang menginginkan timbal baliknya dengan menggunakan celah dari
kekosongan atas definisi bukan pelaku utama, melainkan ingin membantu
mempermudah aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana

dari justice collaborator tersebut.
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